BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA

Menimbang

Mengingat:

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

a. bahwa agar kegiatan Perusahaan Daerah Murakata dapat
berjalan dengan baik telah diatur tentang Kepengurusan
dan Kepegawaiannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016;

b. bahwa dengan berubahnya nomenklator Perusahaan
Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Murakata perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kepengurusan

Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor
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10.

11.

75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 ) ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga
kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990
tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah murakata
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 100).



Menetapkan

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Murakata, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun

2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEPENGURUSAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016  tentang
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah
Murakata (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 102) diubah sebagai
berikut :

1. Mengubah Judul Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Murakata sehingga judulnya berbunyi sebagai berikut:
Judul

“TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
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PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA “

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka

7,angka 8, angka 9 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi

sebagai berikut

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang
Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Umum

Daerah Murakata .

Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
Dewan Pangawas adalah Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah.

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan
pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam
pereneanaan. pelaksanaan dan pengendalian dengan
maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seearu
berdayaguna dan  berhasilguna serta dapat
berkembang dengan baik

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai
Perusahaan Umum Daerah dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya
dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik
dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang
tehnis operasional.

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan
perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan

Rugi atau Laba.



3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2

berbunyi sebagai berikut

BAB II
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Perusahaan Umum Daerah Murakata yang dibentuk
oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan
kepegawaian.
(2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. Bupati selaku pemilik modal.
b. Dewan Pengawas.

c. Direksi.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga pasal 4

berbunyi sebagai berikut
Pasal 4

(1) Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak paling banyak 3
(tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai direktur.

(2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu
meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah

kepada masyarakat setiap tahun.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi

sebagai berikut

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 6
Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan
Umum Daerah yang meliputi :
1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan

Umum Daerah sesuai dengan tujuan Perusahaan
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Umum Daerah dengan senantiasa:berusaha
meningkatkan daya guna dan hasil guna
Perusahaan Umum Daerah ;

2) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha
dalam mengurus Perusahaan Umum Daerah
yang telah digariskan Bupati;

3) Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Umum Daerah lengkap dengan
perincian tugasnya,;

4) Melakukan  kerjasama usaha, membentuk
anak/cabang Perusahaan Umum Daerah dan
melakukan penyertaan modal dalam badan usaha
lain dengan persetujuan bupati berdasarkan
pertimbangan Dewan Pengawas;

Menyampaikan Rencana Kerja S (lima) tahunan dan

Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan

Umum Daerah kepada Dewan Pengawas untuk

mendapat pengesahan Bupati;

Melakukan perubahan terhadap program kerja

setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan

pengesahan dari Bupati.

Membina pegawai yang meliputi :

1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai
Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini dan perundang-undangan yang
berlaku;

2) Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua,
dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan
Umum Daerah serta mengatur semua hal
kepegawaian lainnya, sesuai yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan

Perusahaan Umum Daerah.

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan

dan administrasi Perusahaan Umum Daerah sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu

Perusahaan.

Mewakili Perusahaan Umum Daerah baik didalam

dan diluar Pengadilan.



h.

Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh
kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba

Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

6. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b diubah,

sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atas

pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal-hal :

a.

Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha
dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat
terhadap berkurangnya asset dan membebani

anggaran Perusahaan Umum Daerah.

. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau

menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak
milik Perusahaan Umum Daerah.

Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf b

diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Umum

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama
Direksi berdasarkan persetujuan para anggota
Direksi lainnya;

b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi, masing-masing
untuk bidang yang menjadi tugas dan
wewenangnya.

Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi
berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau
apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum
diangkat atau belum memangku jabatannya, maka
jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi
lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas
usulan dari Dewan Pengawas.

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bupati atas usulan dari

Dewan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang

baru untuk memangku jabatan yang terluang
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap
menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi
terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka
sementara waktu pengurusan Perusahaan Umum
Daerah dijalankan oleh Pelaksana Tugas yang
ditunjuk oleh Bupati.

(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g,
Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi
kuasa kepada :

a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
atau

b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan
Umum Daerah baik sendiri maupun bersama-

sama.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi

sebagai berikut

Pasal 11

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan

Umum Daerah apabila :

a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara
Perusahaan Umum Daerah dengan Direksi yang
bersangkutan;

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
Perusahaan Umum Daerah .

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12

berbunyi sebagai berikut

Paragraf 3
Rapat Direksi
Pasal 12

(1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1
(satu) bulan sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibicarakan hal - hal yang berhubungan dengan
Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas,
kewenangan, dan kewajibannya.

(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar

musyawarah untuk mufakat.



10.

11.

(4)

(9)

Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah,

sehi

(1)

(2)

(3)

(4)

ngga pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Paragraf 4
Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan
Pasal 13

Rencana Kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit

memuat :

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
sebelumnya;

b. posisi Perusahaan Umum Daerah  pada saat
Perusahaan Umum Daerah menyusun Rencana
Kerja;

c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan
Rencana kerja;

d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan
program kerja Rencana Jangka Menengah beserta
keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berkaitan dengan rencana  pengelolaan

Perusahaan Umum Daerah, berpedoman pada RPJP

dan RPJM Kabupaten .

Rencana Kerja S5 (lima) tahunan yang telah

ditandatangani bersama dengan dewan Pengawas

disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dan
dikonsolidasikan dengan RPJM Kabupaten, dan
disahkan oleh Bupati.

Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan

Dinas/Instansi terkait.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat

(2),

ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (7)

diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut

(1)

Paragraf 5
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 14

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
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Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

sekurang-kurangnya memuat :

a. rencana kerja Perusahaan Umum Daerah;

b. anggaran Perusahaan Umum Daerabh;

c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan Umum
Daerah;

d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh
bupati.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas,
paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum berakhirnya
tahun buku, untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusahaan
Umum Daerah, disusun dengan berpedoman pada
RKPD Kabupaten .

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 31
Desember tahun berjalan.

(5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Umum Daerah belum disahkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rencana
kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah
tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang
telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
Daerah .

(6) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan
Umum Daerah dalam tahun buku yang sedang
berjalan, disampaikan kepada Bupati untuk
mendapatkan pengesahan.

(7) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Umum Daerah termasuk perubahannya diberikan
oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dewan

peEngawas.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut:
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13.

14.

Paragraf 7
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 16

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

a. gaji;

b. tunjangan.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan

kemampuan Perusahaan Umum Daerah.

Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Paragraf 8
Cuti dan Perjalanan Dinas
Pasal 17
Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan
untuk setiap kali masa jabatan;
c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris ;
d. cuti alasan penting; dan
e. cuti sakit.
Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah
persetujuan dewan pengawas.
Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan
penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah.
Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke

luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e berubah, sehingga

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir

b. Meninggal dunia.

Direksi diberhentikan dengan alasan :

a. Atas permintaan sendiri ;
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b. Mencapai batas usia 60 (enam) puluh tahun;

c. Karena  kesehatan  sehingga tidak  dapat
melaksanakan tugasnya;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan
program kerja yang telah disetujui;

e. terbukti melakukan tindakan yang merugikan
Perusahaan Umum Daerah berdasarkan hasil
audit dari Lembaga/Instansi yang berwenang;

f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c
diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f
diberhentikan tidak dengan hormat.

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan uang duka
sebesar 3 (tiga) kali penghasilan, yang diterima pada
bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang
besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa

jabatannya.

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat 2 huruf c selain diberikan uang
pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang
diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang
penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsional sesuai masa jabatannya.

(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya
dan tidak diangkat kembali diberikan uang
penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan

Umum Daerah.

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal

berbunyi sebagai berikut:

12



(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang
diangkat oleh Bupati.

(2) Dewan Pengawas dengan iktikad baik dan penuh
tanggung  jawab menjalankan  tugas  untuk
kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah.

(3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun.

(4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. Mempunyai pengalaman dalam bidang
keahliannya minimal 5 (lima) tahun;

b. Menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;dan

c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan
Bupati/Wakil Bupati atau Dewan pengawas yang
lain atau Direksi sampai Derajat ketiga baik
menurut garis lurus atau kesamping termasuk
menantu dan ipar.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

17.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga pasal 25

berbunyi sebagai berikut
Pasal 25

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan
kebutuhan Perusahaan Umum Daerah;

(2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua
merangkap Anggota.

(3) Keanggotaan dewan pengawas mengacu pada

peraturan Perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga pasal 26

berbunyi sebagai berikut
Pasal 26

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan kinerja dalam melakukan pengawasan
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terhadap pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum
Daerah sesuai dengan program kerja dan mampu
memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan
umum daerah mampu bersaing dengan Perusahaan

lainnya yang sejenis.

19. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf e dan ayat (2)
huruf a diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai
berikut

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 27
(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Umum
Daerah;

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati
terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi ;

e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja
Perusahaan Umum Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum
Daerah;

b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai wewenang sebagai
berikut :
a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak
melaksanakan tugas ;

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan
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Umum Daerah ;

Memberi persetujuan atas pengesahkan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah. ;

Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan

dan program kerja Direksi tahun berjalan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaskud ayat (1) meliputi :

a.

Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-
dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan
verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Umum
Daerah;

Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang
dipergunakan oleh Perusahaan Umum Daerah;
Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengurusan Perusahaan Umum Daerah;

Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat dewan
pengawas;

Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 34

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

a. Masa jabatannya berakhir, dan

b. Meninggal dunia.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:

a. Permintaan sendiri;

b. Reorganisasi;

c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir

d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

e. Tidak dapat melaksanakan tugas

f. terbukti melakukan tindakan yang merugikan
Perusahaan Umum Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan dari lembaga/Instansi yang berwenang

g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan Daerah atau Negara .

Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

22.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi

sebagai berikut:
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23.

Pasal 41

Pegawai dilarang:

a.

Melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum

Daerah, Daerah dan/atau Negara.

. Menggunakan Kedudukannya untuk memberikan

keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang

merugikan Perusahaan Umum Daerah;dan

. Mencemarkan nama baik Perusahaan Umum Daerah,

Daerah dan/ atau Negara

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga pasal 42

berbunyi sebagai berikut

Pasal 42

(1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah dapat dikenakan

hukuman

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melipui:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis

c. penundaan kenaikan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan pangkat;

e. penurunan pangkat

f. pembebasan jabatan;

g. pemberhentian sementara;

h. pemberhentian dengan hormat; dan

pemberhentian dengan tidak hormat

[y

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

24. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf ¢ dan

huruf e diubah, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut

Pasal 47

(1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. membantu Direktur / Direktur Utama dalam
melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan
operasional Perusahaan Umum Daerah , menilai
pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada
Perusahaan Umum Daerah serta memberikan saran-
saran perbaikannya;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan
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atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan
Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada

Direksi.

(2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi:

a.

Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan,
akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui
pemeriksaan dan pemantauan ;

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang
obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua
tingkatan manajemen ;

Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk
memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan
sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan
yang ada di Perusahaan Umum Daerah ;

Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-
langkah dan atau tindakantindakan yang perlu diambil
sesuai bidang tugasnya ;

Memberikan pendapat atas kegiatan operasional
Perusahaan Umum Daerah maupun kebijakan yang
telah dilakukan Direksi ;

Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya
kepada Direktur ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. ABDUL LATIF
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Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Oktober 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. AKHMAD TAMZIL
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